
 

 

 

BUPATI BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  

PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BLITAR, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi 

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur 

dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian 

daerah serta peningkatan pendapatan daerah, perlu 

didukung dengan struktur permodalan yang kuat; 

b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat 

Jawa Timur merupakan badan usaha milik daerah milik 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota se Jawa Timur, termasuk diantaranya 

Pemerintah Kabupaten Blitar, maka Pemerintah 

Kabupaten Blitar memandang perlu melakukan 

penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas 

Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur; 

   c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 

21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah, telah memberikan arah 

SALINAN 
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kebijakan bagi pemerintah daerah agar dalam 

melaksanakan penyertaan modal daerah harus 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan 

Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank 

Perkreditan Rakyat Jawa Timur; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan 

Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4400); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5261); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O17 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

15. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1375); 

19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 

2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk 

Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi 

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur  

(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 

2000 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun  

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi 

Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang 

Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit 

Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan 

Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 

Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 49); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 6 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
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Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 3 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 73); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri 

D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 95); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR 

dan 

BUPATI BLITAR 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN 

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN 

TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. 

3. Bupati adalah Bupati Blitar. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar. 

5. Penyertaan Modal Daerah dalam Bentuk Uang adalah 

bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perseroan 

Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dengan 

mendapat hak kepemilikan. 



-7- 
 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten 

Blitar.  

7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur 

yang selanjutnya disebut PT. BPR Jatim adalah badan 

usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas. 

 

BAB II 

ASAS 

 

Pasal 2 

Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Jatim dilaksanakan 

dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut: 

a. asas fungsional; 

b. asas kepastian hukum; 

c. asas efisiensi; 

d. asas akuntabilitas; dan 

e. asas kepastian nilai. 

 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN  

Bagian Kesatu 

Maksud 

 

Pasal 3 

Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Jatim dimaksudkan 

untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau 

manfaat lainnya. 

 

Bagian Kedua 

Tujuan 

 

Pasal 4 

Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Jatim bertujuan 

untuk: 

a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

perekonomian daerah; 
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b. meningkatkan pendapatan daerah; 

c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

d. mengembangkan usaha PT. BPR Jatim; 

e. memperkuat struktur permodalan PT. BPR Jatim; dan 

f. penugasan Pemerintah Daerah. 

 

BAB IV 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 5 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan 

tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Jatim 

meliputi: 

a. bentuk, jumlah dan waktu; 

b. sumber dana; 

c. tata cara; 

d. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan  

anggaran  dan pertanggungjawaban; 

e. pengawasan; dan 

f. pembagian hasil usaha. 

 

BAB V 

BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU 

 

Bagian Kesatu 

Bentuk  

 

Pasal 6  

(1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Jatim 

dilaksanakan dalam bentuk uang yang dianggarkan dan 

ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Bagian Kedua 

Jumlah dan Waktu 

 

Pasal 7 

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal pada 

PT. BPR Jatim sampai dengan tahun anggaran 2019 sebesar 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan 

Modal pada PT. BPR Jatim sebesar Rp1.450.000.000,00 

(satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang 

akan dipenuhi sampai dengan tahun anggaran 2021. 

(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. tahun anggaran 2020 sebesar Rp450.000.000,00 

(empat ratus lima puluh juta rupiah); dan 

b. tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). 

(3) Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun 

berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), maka penyetoran sisa 

penambahan Penyertaan Modal diakumulasikan pada 

tahun anggaran berikutnya. 

 

BAB VI 

SUMBER DANA 

 

Pasal 9 

Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Jatim bersumber dari 

APBD. 
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BAB VII 

      TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH 

 

Pasal 10 

(1) Bupati berwenang memproses Penyertaan Modal Daerah 

sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Sebelum menetapkan Penyertaan Modal Daerah kepada 

PT. BPR Jatim, Pemerintah Daerah wajib melakukan 

pengkajian mengenai analisis kelayakan, analisis 

portofolio dan analisis risiko atas Penyertaan Modal 

Daerah serta tersedianya rencana bisnis PT. BPR Jatim, 

dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi pedoman pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah 

pada PT. BPR Jatim. 

 

BAB VIII 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, 

PENATAUSAHAAN ANGGARAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN 

 

Pasal 11 

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan  

anggaran  dan pertanggungjawaban investasi Pemerintah 

Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah ini 

dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB IX 

PENGAWASAN 

 

Pasal 12 

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan 

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Jatim. 
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(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi 

pengawasan. 

(3) SKPD yang membidangi pengawasan, bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Penyertaan 

Modal Daerah kepada PT. BPR Jatim. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

meliputi pemantauan dan pengendalian. 

(5) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati. 

 

BAB X 

PEMBAGIAN HASIL USAHA 

 

Pasal 13 

Pembagian hasil usaha/laba Penyertaan Modal Daerah pada 

PT. BPR Jatim menjadi hak daerah, yang diperoleh selama 

tahun anggaran dan disetor ke kas daerah serta dialokasikan 

dalam APBD tahun berikutnya sebagai kelompok pendapatan 

asli daerah jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 14 

Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Jatim yang sudah 

disetor sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini 

dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Daerah. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 15 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar. 

 

Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal 15 September 2020    

 

BUPATI BLITAR, 

 

ttd 

 

RIJANTO 

 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 15 September 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, 

 

 ttd 

 

TOTOK SUBIHANDONO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 4/E 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 67-3/2020 

 
 

 

SALINAN sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

BENNY SETYOHADI, S.H., M.H. 

NIP 19680830 198903 1 006 



 

 
 

 
  

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  

PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR 

 

 

I. UMUM 

Penyertaan Modal Daerah pada hakikatnya merupakan proses 

pemisahan aset daerah yang dikelola menjadi komponen modal pada 

Badan Usaha Milik Daerah. Pemberian Penyertaan Modal Daerah kepada 

PT. BPR Jatim menunjukkan suatu komitmen Pemerintah Kabupaten 

Blitar dalam melakukan efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan 

belanja produksi. Mekanisme Penyertaan Modal Daerah dinilai lebih 

efektif dalam penggunaan fiskal dibandingkan dengan mekanisme 

belanja. Selain itu Penyertaan Modal Daerah diharapkan akan mampu 

memberikan multiplyer efek. Hal ini terjadi karena proses penyertaan 

modal adalah proses pemisahan aset daerah untuk dikelola BUMD, tanpa 

melepas aset daerah tersebut. BUMD sebagaimana dimaksud tentu 

diharapkan akan mampu meningkatkan perannya sebagai agent of 

development yang berperan aktif dalam mendukung program prioritas 

pembangunan di Kabupaten Blitar. Kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Blitar untuk melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. BPR 

Jatim dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha, 

memperbaiki struktur permodalan serta memberikan kontribusi terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta 

peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian maka, dalam rangka 

pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud harus 

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan perencanan 

perseroan serta mendasarkankan kebijakan sebagaimana dimaksud pada 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas fungsional” adalah pengambilan 

keputusan dan pemecahan masalah di bidang investasi 

Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah 

Daerah dilaksanakan oleh SKPD sesuai fungsi, wewenang, dan 

tanggung jawab masing-masing. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah 

investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal 

Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum 

dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah investasi 

Pemerintah Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah diarahkan agar dana investasi dalam bentuk penyertaan 

modal Pemerintah Daerah digunakan sesuai batasan-batasan 

standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah 

secara optimal. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap 

kegiatan Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan 

modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan. 

Huruf e  

Yang dimaksud dengan “asas kepastian nilai” adalah investasi 

Pemerintah Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai 

investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan 

Divestasi serta penyusunan laporan keuangan Pemerintah 

Daerah. 
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Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus 

yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 
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Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 58 
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